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Abstrak   

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal 

dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode 

literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui 

membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di 

perpustakaan maupun internet. Fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu Fungsi Penerimaan 

(Budgetair) Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. 

Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat 

pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan 

pembiayaan pembangunan daerah dan Fungsi Pengaturan (Regulerend) Fungsi lain dari 

pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat 

digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. 

Kata kunci: Pajak Daerah, Metode Literatur 

  

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada 

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Munculnya Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi 

pelaksanaan pembangunan daerah  (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Secara tegas 
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undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sumber 

keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan 

pembiayaan daerah (Putri & Ghazali, 2021) (Putri, 2021). Sumber keuangan daerah yang 

bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan (Anggarini, Putri, et al., 2021). 

Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah 

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Sucipto et al., 2021). 

Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan 

pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka 

semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin 

mandiri dalam bidang keuangannya (Rahmanto, 2021). 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah  

Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak daerah lebih 

banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila 

dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya (Putri, 2021). Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah 

mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, 

maupun dalam tataran implementasinya (Larasasati & Natasya, 2017). Pengertian Pajak 

Daerah Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Permana & 

Puspaningrum, 2021). Sedangkan pengertian Pajak menurut Abut (2007) menyatakan 

bahwa: “Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

3 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, 

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Aguss, 

2021). Dari beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan 

iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peranserta dalam pembangunan, yang 

pengenaannya didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara 

langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya (Rahmanto & 

Fernando, 2019). Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, 

sebagai pengganti dari UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang 

lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Gotama et al., 2021). 1. 

Fungsi Pajak Daerah Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai 

peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur 

(regulatory), penerimaan Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. redistribusi 

(redistributive), dan alokasi sumber daya (resource allocation) maupun kombinasi antara 

keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber 

daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi 

untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) fungsi utama, yaitu fungsi budgetory dan fungsi regulatory. Namun, pembedaan ini 

tidaklah dikotomis  (Khamisah et al., 2020). 

a) Fungsi Penerimaan (Budgetair) Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah 

untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana dapat 

diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk 

berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah (Nurkholis et al., 2021). Fungsi ini 

juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-

besarnya dengan pengeluaran yang sekecil�kecilnya dari suatu penyelenggaraan 

pemungutan pajak daerah (Agustina & Isnaini, 2020) 
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 b) Fungsi Pengaturan (Regulerend) Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur 

atau regulerend [26]. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah 

sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Ahdan & Susanto, 2021). Dalam 

hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi 

dari barang dan jasa tertentu. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk 

meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, di mana 

kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah 

cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah 

dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat 

mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat 

dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat 

yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak 

positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah 

(Ahdan & Susanto, 2021) 

B. Prinsip-Prinsip Pajak Daerah Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip 

umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif (Pratomo & 

Gumantan, 2021). Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di 

bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain2 : 1) 

Prinsip keadilan (Equity). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan 

berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah (Sari, 2014). Yang dimaksud 

dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak 

ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. 

Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas 

kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang 

dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki 

kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan 

kemampuannya masing-masing (Pratama et al., 2022). 

2) Prinsip Kepastian (Certainty). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik 

bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak (Kautsar et al., 2015). Kepastian di bidang 

pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai 

subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara 

pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu 
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dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur 

secara jelas (Novita et al., 2020)  .  

3) Prinsip Kemudahan (Convenience). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan 

waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan 

pajak.daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. 

Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika 

masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar (Novita & Husna, 2020). Bahkan 

daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk 

memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi 

kepada daerah dalam bentuk pajak daerah. 

 4) Prinsip efisiensi (Efficiency). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi 

pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak 

tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung 

pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang 

dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil 

kecilnya. 

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki 

ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara 

sedang berkembang, adalah:  

1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara 

Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya (Aguss & 

Yuliandra, 2021). 

 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang 

meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.  

3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan 

kemampuan untuk membayar (ability to pay) (Amelia, 2021). 

METODE  

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau 

studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca 
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jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di 

perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini 

adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, 

kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh 

pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan 

data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen. 

Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet 

(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia 

menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

C. Kriteria Pajak Daerah 

Ada beberapa kriteria mengenai pajak daerah, yaitu3 :  

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Pungutan tersebut harus sesuai definisi 

pajak yang ditetapkan dalam undangundang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah:  

• tanpa imbalan langsung yang seimbang (Dinasari et al., 2020). 

 • dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan dan • digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.  

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan 

dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah 

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Fakhrurozi & Puspita, 2021) 

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak 

ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat 

dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, 

serta pertahanan dan keamanan. tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan 

pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah (Agustinus Bima, 

2020) 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

7 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

 6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi 

sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun 

kegiatan ekspor-impor [36].  

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara 

lain:  

• objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi; pemungutannya.  

• jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak; dan 

 • tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.  

8. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk 

memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak 

dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu  (Larasati Ahluwalia, 2020)  (Lina & 

Ahluwalia, 2021). 

9. Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang 

berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau 

masyarakat luas untuk merusak lingkungan (Ahluwalia, 2020). 

D. Kriteria Memilih Pajak Daerah 

Dalam mempertimbangkan pemungutan suatu pajak daerah, ada beberapa kriteria yang 

perlu diperhatikan, utamanya yield atau hasil yang diperkirakan dapat diperoleh dan 

pemenuhan unsur-unsur keadilan (Fauzi et al., 2020).  

1. Kecukupan: hasil dari pajak harus sesuai dengan pengeluaran yang akan dibiayai. 

Beberapa pajak yang memberikan hasil kecil cenderung tidak efisien dan menciptakan 

resistensi dari wajib pajak (Sulistiyawati & Supriyanto, 2021). 

2. Kepastian dan dapat diprediksi: hasil dari pajak sebaiknya tidak mengalami fluktuasi 

yang besar dari tahun ke tahun, karena hal tersebut menyulitkan dalam perencanaan 

pengeluaran (Susilawati, 2016). Beberapa pajak atas produksi hasil pertanian kemungkinan 

sulit untuk diprediksi karena faktor iklim yang tidak menentu (Anggarini, Nani, et al., 

2021).  
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3. Elastisitas: idealnya, hasil dari pajak sebaiknya meningkat secara otomatis seiring 

dengan inflasi, pertumbuhan populasi dan meningkatnya pendapatan. Pajak penghasilan 

progresif elastis terhadap ketiga hal tersebut, sementara “poll tax” hanya elastis terhadap 

populasi dan tidak kepada dua aspek yang lain . (Suaidah, 2021)Pajak “ad valorem” (yaitu, 

persentase pajak dari nilai objek pajak akan jauh lebih elastis dibandingkan dengan pajak 

yang jumlahnya tetap dalam bentuk nilai uang). Catatan yang perlu diingat bahwa: tarif 

pajak dapat ditingkatkan seiring dengan inflasi, dan apabila keputusan politik atau tindakan 

administrasi dibutuhkan maka hal tersebut tidak dapat terjadi secara otomatis (Lestari & 

Puspaningrum, 2021). 

4. Biaya pemungutan: rasio antara biaya pemungutan dan hasil dari pajak sebaiknya 

sekecil mungkin. Populasi penduduk dengan tingkat penyebaran yang luas, masalah 

transportasi dan infrastruktur menyebabkan biaya pemungutan di negara-negara 

berkembang menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan pajak atas kegiatan sektor informal 

menjadi mahal karena biaya pemungutan yang tinggi (Lestari et al., 2021). 

E. Jenis-Jenis Pajak Daerah  

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak 

kabupaten/kota yaitu : Jenis Pajak Yang dikelola Oleh Provinsi 

1. Pajak Kendaraan Bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).  

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009).  

4. Pajak Air Permukaan(Pasal 24 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009). 4. Pajak 

Rokok(Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) Pajak yang Dikelola 

Kabupaten/Kota 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang mana tidak mendapatkan kontra prestasi 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

9 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka 

pelaksanaan tugas negara sebagai penyelenggara negara.jenis pajak dibedakan menjadi 2 

yaitu pajak pusat yang contohnya pajak penghasilan (PPH),pajak pertambahan nilai 

barang& jasa (PPN),pajak penjualan atas barang mewah (Ppn-BM) serta pajak bumi dan 

bangunan (PBB) dan pajak daerah contohnya seperti pajak reklame,pajak bahan 

bakar,pajak hiburan serta pajak kendaraan bermotor. Dalam makalah ini saya mengangkat 

tema Pajak daerah.Pajak daerah ini menjadi bagian dari Otonomi daerah yang mana 

ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan ini 

diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang 

lebih besar bagi masyarakatnya. Pemberian kewenangan ini tidak hanyadari sisi 

administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam hal keuangan. Melalui Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat 

mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Pajak 

dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang tergolong kedalam 

PAD (pendapatan asli daerah) 
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